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ABSTRAK  
 
Taufik, Achmad, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah 
Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs). Skripsi. 
Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 
2019. 
Nafkah anak yang wajib diberikan ayah sesuai dengan kebutuhan pokok anak 
dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak tersebut. Adanya kelalaian untuk 
memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, 
merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan 
seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya 
tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. 
Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan tinjauan hukum tanggung 
jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia, 
2) Mendeskripsikan penyelesaian tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat 
perceraian pada putusan nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan normatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data penelitian ini 
adalah data sekunder, meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tertier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi 
dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Tanggung jawab ayah 
terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia, yaitu: Al-
Qur'an dan Hadist (Surat At-Talaq ayat 6, Al-Baqarah ayat 233, An-Nissa ayat 5); 
Undang-Undang No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a); dan KHI 
Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d). 2) Penyelesaian tanggung 
jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 
1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs diselesaikan dalam sidang Pengadilan Agama Brebes dengan 
menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 
Maret 2005, Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 98 ayat (1) KHI, Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 105 huruf c KHI. Menurut penulis 
Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam kurang tepat karena dalam pasal tersebut 
dimakudkan biaya pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
dan sudah mumayyiz tanpa adanya batasan. Anak dalam hal ini sudah berusia 17 tahun 
3 bulan berarti sudah mumayyiz sedangkan dalam putusan tercantum batasan kewajiban 
pemberian nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Jadi menurut penulis 
penerapan pasal yang cocok adalah dengan menerapakan Pasal 156 huruf d KHI yang 
berbunyi “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat 
mengurus diri sendiri (21 tahun). 
 
Kata Kunci: Tanggung Jawab Ayah, Nafkah Anak, dan Perceraian. 
 
vi 
ABSTRACT 
 
Taufik, Achmad, Review of the Law of Father's Responsibility Against Child's 
Livelihoods Due to Divorce (Study of Decision Number 1930/Pdt.G/2018/ PA.Bbs). 
Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 
2019. 
Child care that must be given is in accordance with the child's basic needs and 
in accordance with the condition of the father and child. The existence of negligence to 
provide a living so that the party that is obliged to pay for it becomes neglected, is a 
problem that often occurs among the Islamic community. Such facts often occur 
especially in communities that lack knowledge about how to obtain a right. 
The purpose of this study is to: 1) Describe the legal review of father's 
responsibility for the livelihood of children due to divorce in positive law in Indonesia, 
2) Describe the completion of father's responsibility for the livelihood of children due 
to divorce in decision number 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. This study uses a normative 
approach, this type of research is descriptive. The source of this research data is 
secondary data, including: primary legal materials, secondary legal materials and 
tertiary legal materials. Methods of collecting data using literature studies and document 
studies. Analysis of research data using qualitative analysis. 
The results of the study obtained a conclusion that: 1) Father's responsibility for 
the livelihood of children due to divorce in positive law in Indonesia, namely: Al-Qur'an 
and Hadith (Surat At-Talaq ayat 6, Al-Baqarah ayat 233, An-Nissa ayat 5); Law No. l 
Year 1974 concerning Marriage Article 41 letter (a); and KHI Article 104 paragraph 
(1), Article 105 letters (c) and 156 letters (d). 2) Completion of father's responsibility 
for the livelihood of a child due to divorce in Decision Number 
1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs resolved in the Brebes Religious Court session by applying 
the Supreme Court Jurisprudence Number 608K/AG/2003 dated March 23, 2005, 
Article 330 Civil Code and Article 98 paragraph (1) KHI, Article 8 Government 
Regulation No. 10 of 1983 jo. PP No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce 
Permits for Civil Servants, and Article 105 letter c KHI. According to the author Article 
105 letter c Compilation of Islamic Law is not quite right because in the article the 
maintenance costs of children are not yet mumayyiz or 12 years old and have been 
mumayyiz without any restrictions. Children in this case are aged 17 years and 3 
months, meaning they are already mumayyiz while in the decision there are limits to the 
obligation to provide children with livelihood until the child is mature and independent. 
So according to the author, the application of a suitable article is to apply Article 156 
letter d KHI which reads "all hadhan costs and the livelihood of the child are the 
responsibility of the father according to his ability, at least until the child can take care 
of himself (21 years). 
 
Keywords: Father's Responsibility, Child's Livelihood, and Divorce. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian yang 
teguh yang diterapakan di atas landasan niat untuk menjalani hidup bersama sebagai 
suami istri. Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, 
kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan 
mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban 
terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan 
terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.1 
Adanya hak dan kewajiban suami istri, seorang laki-laki dan perempuan 
yang telah menikah, maka tanggung jawab seorang perempuan yang sebelumnya 
menjadi tanggung jawab orang tua berganti alih menjadi tanggung jawab suami. 
Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam 
dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu: hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban 
suami yang harus dipenuhi istri), hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri 
(kewajiban istri yang harus dipenuhi oleh suami), dan hak bersama yang harus 
dipenuhi oleh keduanya.2 
Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai 
manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam 
merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk 
                                                  
1 Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 181. 
2 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil 
Mempertahankan Keutuhan di Kota Padang), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 86. 
  
2 
melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh 
karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur 
kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan.3 
Hak dan kewajiban yang timbul antara suami dan istri ini harus 
dipertanggung jawabkan antara keduanya. Suami bertanggung jawab atas istri, dan 
istri bertanggung jawab atas suami. Tanggung jawab manusia dimulai dari ruang 
lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada 
yang lebih luas lagi. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami salah satunya 
adalah tentang nafkah yang harus dipenuhi untuk keluarga. Nafkah sudah menjadi 
ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-
istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri, atau sudah diceraikannya 
selama sang istri masih dalam masa iddah. 
Salah satu akibat perceraian adalah mengenai anak-anak. Persoalan yang 
terjadi adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak-anak yang belum berakal. 
Keempat Imam mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan 
mengasuh (hadhanah) anak-anak di bawah umur itu. Walaupun anak itu dipelihara 
dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan 
ayahnya. 
Jika berbicara mengenai anak akibat putusnya perkawinan, umumnya juga 
membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan cerai pada istrinya, wajib 
membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan 
                                                  
3 Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010, hlm. 374. 
  
3 
keperluan anak-anaknya, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.         Telah 
sepakat ulama, bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya.4 
Ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima 
nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memberikan nafkah 
untuk mereka, paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak 
mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, 
tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ulama fiqh juga 
sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan 
kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.5 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya 
hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, 
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21). 
Dan apabila dalam nafkah tersebut terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan 
antara mantan suami dan istri tersebut mengenai hal di atas, pada Pasal 156 huruf e 
juga telah diatur sedemikian rupa. 
Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib 
dinafkahinya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di 
kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama 
dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara 
memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan 
haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai 
                                                  
4 Hasan, M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja, 2006,           hlm. 
224. 
5 Ibid, hlm. 224-226. 
  
4 
kewajiban. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh 
ayahnya tanpa ada pembelaan.6 
Kalaupun ada upaya pembelaan haknya melalui badan penegak hukum, 
namun hanya terkonsentrasi pada pengembalian hak yang terzalimi, tanpa 
mempertimbangkan unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak yang 
melalaikan kewajibannya itu. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah 
kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya 
itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya.7  
Kasus perkara Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. merupakan kasus perkara 
nafkah anak antara Pengugat dan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang 
sah yaitu telah melangsungan perkawinan pada bulan September 1990 yang tercatat 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes sebagaimana 
telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 23/08/IX/1990. Selama perkawinan 
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama 
XXXXXXi, perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 12 Juni 1999 yang saat ini 
tinggal bersama dalam pengasuhan Penggugat baik biaya hidupnya dan atau pun 
biaya pendidikannya.8 
Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena 
perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara 
No.1910/Pdt.G/2003/PA.Bbs tertanggal 25 Maret 2004, dan telah dikeluarkan Akta 
Cerai Nomor. Akibat putusnya perceraian ini telah disepakati antara Pihak Tergugat 
                                                  
6 M. Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 
Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 144. 
7 Ibid., hlm. 145. 
8 Pengadilan Agama Brebes, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. hlm. 2. 
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dan Satiah Binti Samat dan (Penggugat) untuk pembagian penghasilannya sebagai 
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1989 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dituangkan 
dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2003 yang dibuat oleh tergugat dan 
diketahui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang isinya menyatakan: 
Sepertiga gajinya untuk bekas istrinya; Sepertiga untuk anaknya; Sepertiga 
untuknya.9 
Setelah dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2003 ternyata Pihak 
Dedi Siswadi Bin Sutirno (Tergugat) ternyata belum melaksanakan kewajibannya 
seusai dengan kesepakatan, sehingga kembali dibuat Surat Kesepakatan tertanggal 
24 Juni 2004 di Brebes yang berisi Kesepakatan pembagian penghasilan Dedi 
Siswadi Bin Sutirno dengan rincian: Sepertiga gajinya untuk bekas istrinya; 
Sepertiga untuk anaknya; Sepertiga untuknya. Namun setelah ditandatanganinya 
kesepakatan tersebut di atas ternyata Pihak Dedi Siswadi bin Sutirno tidak 
memberikan penghasilannya sesuai dengan gajinya kepada anak XXXXXX dan 
bekas istrinya sesuai dengan penghasilan yang diterimanya karena semenjak bulan 
Juni 2004 Tergugat tidak pasti memberikan jumlah penghasilan untuk nafkah 
anaknya yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya. Pihak Dedi Siswadi bin 
Sutirno pada bulan Januari tahun 2014 sudah tidak memberikan 1/3 gaji kepada 
anaknya sama sekali sesuai kesepakatannya hingga gugatan ini diajukan.10 
Sejak bercerai dalam perkara tersebut di atas, anak berada dalam asuhan 
Penggugat dan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 
                                                  
9 Ibid., hlm. 2-3. 
10 Ibid., hlm. 3. 
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tersebut, nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Brebes. Kajian fiqh 
menjelaskan bahwa seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberikan 
nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkannya, maka harus 
dipaksa oleh Hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan 
kewajibannya.11  
Setiap putusan yang dijatuhkan hakim haruslah mempunyai motivasi 
pertimbangan yang cukup. Dengan demikian, maka akan memudahkan hakim untuk 
memutuskan perkara, selain itu juga tidak akan menghambat proses pelaksanaan 
sidang. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan membahasnya lebih dalam 
tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian, di mana sang ayah 
tidak memberikan nafkah anaknya karena Penggugat tidak mau diberi nafkah lagi 
kalau tidak sepenuhnya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan juga 
anak tersebut telah menjual kebun jati pemberian Tergugat untuk biaya kuliah dan 
lain-lainnya. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana tinjauan hukum tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat 
perceraian dalam hukum positif di Indonesia? 
2. Bagaimana penyelesaian tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat 
perceraian pada putusan nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs.? 
                                                  
11 M. Zein, Satria Effendi, Op Cit., hlm. 162 
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C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan tinjauan hukum tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak 
akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia. 
2. Mendeskripsikan penyelesaian tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak 
akibat perceraian pada putusan nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis  
Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya 
kajian hukum tentang nafkah suami dan pertanggungjawaban ayah terhadap 
nafkah anak akibat perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif kajian akademis dan sebagai salah satu referensi atau bahan 
acuan untuk penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan memberi kemanfaatan bagi para praktisi hukum, 
khususnya kasus tentang pemenuhan nafkah keluarga. Serta diharapkan dapat 
memberikan pertimbangan dan solusi dari permasalahan di bidang pemenuhan 
hak dan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak akibat 
perceraian. 
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E. Metode Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. 
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.12  
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 
ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 
identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, 
yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 
hubungan hukum dan obyek hukum.13 Penelitian ini termasuk penelitian 
normatif karena yang diteliti yaitu data sekunder berupa dokumen hukum 
putusan hakim nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. 
2. Jenis dan Sumber Data  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
menggambarkan fenomena permasalahan hukum yang muncul di dalam 
masyarakat berkaitan dengan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma 
hukum atau semua perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup 
                                                  
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52. 
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15. 
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bermasyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan menjelaskan atau 
mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang 
terkait dengan variabel-variabel yang diteliti yaitu mendeskripsikan tinjauan 
hukum pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam 
hukum positif di Indonesia dan pelaksanaannya. 
Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh 
secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan 
maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan 
perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
penelitian.14 Sumber data penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Brebes 
Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. 
Jenis data sekunder, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang 
digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat 
untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.15 Bahan hukum primer 
dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
                                                  
14 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. 
hlm. 99. 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005,            hlm. 
142. 
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langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, 
berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.16 Bahan hukum sekunder memuat 
Dokumen Pengadilan Agama, buku tentang hukum, dan jurnal penelitian 
hukum. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: 
kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan 
ahli hukum, surat kabar, website.  
3. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
content analysis.17 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka 
dengan cara menelusuri perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari 
buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, 
makalah, dan searching internet guna menunjang penelitian. Sedangkan studi 
dokumen dengan mencari data-data terkait dengan penelitian yaitu berupa 
putusan pengadilan. 
                                                  
16 Ibid., hlm. 36. 
17 Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm. 21. 
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4. Metode Analisis Data  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha 
menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang 
dijadikan legitimasi terkait hukum pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah 
anak akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia dan pelaksanaanya.  
Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling 
berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan 
disederhanakan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi, 
diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir 
yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang 
bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, 
mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data terkumpul. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Penalaran 
deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, 
yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu 
kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dengan 
demikian, metode deduktif atau penalaran deduktif adalah proses penalaran dari 
satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis 
tertentu.18 Metode deduktif akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal 
dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya 
                                                  
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi. (24 Mei 2019). Lihat pada Sternberg, R. J. 
Cognitive Psychology. Belmont, CA: Wadsworth, 2009, hlm. 578. 
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(berkesinambungan) untuk mendeskripsikan tinjauan hukum pertanggung 
jawaban ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum positif di 
Indonesia dan pelaksanaannya.  
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka. Bab ini mengemukakan tinjauan tentang nafkah 
(meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, dan bentuk-bentuk 
nafkah); tinjauan tentang nafkah anak (meliputi pengertian nafkah anak, 
dasar hukum nafkah anak, syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak, dan 
waktu pemberian nafkah); tinjauan tentang perceraian (meliputi pengertian 
perceraian, akibat-akibat perceraian, dan pengaturan nafkah isteri dan anak 
pasca perceraian). 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan mendeskripsikan hasil 
penelitian dan pembahasan, meliputi: tinjauan hukum tanggung jawab ayah 
terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia 
dan penyelesaian tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat 
perceraian pada Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs. 
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Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 
simpulan yang berisi terkait dengan merupakan jawaban dari permasalahan 
penelitian dan saran-saran dari penulis. 
14 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan tentang Nafkah  
1. Pengertian Nafkah  
Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak 
digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah 
nafaqa>t yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh 
seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara’ adalah 
kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat 
tinggal.19  
Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan belanjakan 
untuk keluargamu dan dirimu sendiri. Anfaqa al-mal, artinya membelanjakan 
nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, 
pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.20 Nafkah adalah 
belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan 
perumahan atau dalam bahasa sehari hari disebut sandang, pangan, dan papan.21  
Nafkah meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan 
tempat tinggal. Kewajiban memberi  nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu  
                                                  
19 Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 
Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 94. 
20 Abdurrahman, Yahya, (Red) Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman 
al-Khathib, Jakarta: Qisthi Press, 2005, hlm. 164. 
21 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Putra Grafika, 2004, hlm. 
166. 
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suami terhadap isterinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan 
perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan 
kepada bekas isteri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Di masa lalu ada 
juga nafkah karena pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah 
nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan 
setempat.  
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu 
yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang 
berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain 
sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan. Jika seorang istri 
tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan 
bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan 
sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami 
wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan 
nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran 
nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim 
menentapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan 
keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.22  
2. Dasar Hukum Nafkah  
Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, 
pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena isteri membutuhkan  
                                                  
22 Tirmidzi, Ahmad, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 
2013, hlm. 471. 
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bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya 
tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan ulama syi'ah menetapkan bahwa 
meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun 
suami tetap wajib membayar nafkah (Mughniyah:207).23 
Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. 
Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang 
yang menjadi tanggung jawabnya antara lain firman Allah SWT Surat Al-Baqarah 
ayat 233, artinya: 
”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan 
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 
233).24 
Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 6-7, artinya: 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika 
mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 
jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”25 
                                                  
23 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 166. 
24 Yayasan Penerjemah Al-Qur’an RI, Al-Qur’an dan Terjemahannnya Al-Jumanatul Ali, 
Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hlm. 37. 
25 Ibid., hlm. 559. 
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Adapun wajibnya nafkah dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa 
hadits Nabi, di antaranya adalah Dari Jabir r.a, Nabi Saw bersabda (pada waktu 
melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para 
istri: “Kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya 
menurut yang patut.” (H.R. Muslim).26 
Kemudian Dari Aisyah R.A berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan 
datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan: ”Hai Rasulullah, bahwa 
Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi 
bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-
sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang 
demikian itu”? Maka nabi SAW bersabda: “Ambillah yang cukup untuk nafkahmu 
dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik”. (H. R. Bukhari).27 
Begitu pula hadits Nabi dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy menurut 
riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadits 
panjang, Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri dari kami 
kepada suaminya? Nabi berkata: “Engkau memberi makan kepadanya sesuai 
dengan apa yang engkau makan dan memberi pakaian sebagaimana engkau 
berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya, 
kecuali masih dalam satu rumah.” (Subul al-Salam:221).28 
Ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup 
untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk isterinya. Nafkah 
                                                  
26 Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, Bandung: Al-Ma`arif , t.th., hlm. 241. 
27 Ibid., hlm. 240. 
28 Syarifuddin, Amir, Op. Cit, hlm. 167. 
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dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 
diatur sebagai berikut:  
a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.  
Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan 
kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan 
penghasilannya suami menanggung: 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak 
c. Biaya pendidikan bagi anak.29 
Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi isteri dalam pandangan hokum 
Islam dan hukum positif di Indonesia. Syariat Islam telah menerangkan dengan 
cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang 
telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah. Satu hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa kewajiban 
nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh 
karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak isteri dalam keadaan miskin, 
maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun isteri berada dalam keadaan 
berkecukupan. 
3. Bentuk-Bentuk Nafkah  
Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, 
pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. 
                                                  
29 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa, 2011, hlm 25. 
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Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan 
siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang,30 yaitu: 
a. Nafkah Istri 
Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik 
istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya 
(tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak 
raj‟i sebelum masa iddahnya habis. Sebagaimana firman AllahSWT dalam 
Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya: 
 “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung 
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani 
lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya 
dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan 
persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:233)  
Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang 
ma’ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa 
dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, 
beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan 
pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk 
disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, 
maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki meberikan 
                                                  
30 Al-Jaza’iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, Terjemah Musthafa Aini, dkk, Jakarta: 
Darul Haq, 2006, hlm. 556. 
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nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan 
dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. 
Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau 
tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah 
konpensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan 
menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan. 
b. Nafkah Wanita yang Ditalak Ba’in Sejak Masa Iddahnya Jika Hamil 
Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. 
Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia 
telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak 
mendapatkan upah atas penyusuannya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT 
surat At-Thalaq ayat 6, yang artinya: 
“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan 
kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka 
berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq:6). 
c. Nafkah Orang Tua 
Orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Hal ini 
berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya: 
“Dan (ingatlah) ketika Kami Mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu 
menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, 
anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik 
kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian 
kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu 
(masih menjadi) pembangkang.” (Q.S. Al-Baqarah:83) 
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Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang 
menafkahinya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari 
makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali 
dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. 
d. Nafkah Anak  
Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya. Hal ini 
berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 5 yang artinya: 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, 
harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai 
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nissa:5). 
Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik 
ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa 
pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu 
termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan 
dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.31 
Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah 
terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan 
bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka 
nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya. 
e. Nafkah Budak  
Orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya, hal ini 
sesuai dengan sabda Rasulullah Saw dari Jabir bin Abdillah r.a, yang artinya: 
                                                  
31 Syafi‟i, Imam, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir, Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2007, hlm. 440. 
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“Nabi shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada para 
sahabatnya agar berbuat baik kepada budak. Dan beliau bersabda, “Berikan 
makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada 
mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengadzab ciptaan 
Allah.” 
 
Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan 
untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi 
nafkah atasnya dan memberi pakaian menurur yang makruf (patut). Yakni 
memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat 
mengenyangkan manusia biasa.32 
B. Tinjauan tentang Nafkah Anak 
1. Pengertian Nafkah Anak  
Anak berasal dari kata al-Walad yang berarti keturunan yang kedua, orang 
yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa 
sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak adalah buah yang 
diharapkan dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan 
terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) 
kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan 
menjaga kelangsungannya sepanjang masa.33 
Islam membedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak 
yang sudah baligh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz (belum bisa 
membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang mumayyiz. Hukum-hukum 
                                                  
32 http://radiorodja.com/tag/berbuat-baik-kepada-budak/ diakses pada 24 Mei 2019. 
33 Al-Faqi, Sobri Mersi, Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, Penerjemah Najib 
Junaedi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011, hlm. 127. 
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yang berhubungan dengan anak antara lain; nasab, kewarisan (ilmu faraid), 
penyusuan (rada’ah), pemeliharaan (hadhanah), dan perwalian. 
Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan hadhanah. 
Hadhanah berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau 
anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, 
menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan 
dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat 
berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.34 
Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, 
laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa 
perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 
menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, 
dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung 
jawabnya. Dengan demikian dapat dijelaskan secara singkat bahwa nafkah anak 
merupakan mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada anak yang 
menjadi tanggungannya. 
2. Dasar Hukum Nafkah Anak  
Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 149 Kompilasi 
Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya 
kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain dengan 
memberikan mut’ah untuk menggembirakan bekas isteri, memberikan nafkah 
                                                  
34 Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 260. 
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selama masa ‘iddah, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-
anaknya. 
Maftuh Asnan menjelaskan bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan 
anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-
anaknya. Apabila seorang suami menthalaq isterinya, sedangkan isteri itu 
mempunyai anak, maka isterinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga 
berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak 
dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.35 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dimana dalam hal terjadinya perceraian: 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 
hak ibunya; 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
 
Pasal 149 huruf (d): 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan 
biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 
 
Pasal 156 huruf (d): 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan 
nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah 
anak menjadi tanggung jawab ayah, termasuk upah bagi pengasuh. Tetapi jika 
ayahnya tidak mampu, ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, ayah boleh 
menyerahkan anaknya itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya 
                                                  
35 Asnan, Maftuh, et al., Risalah Fiqh Wanita, Surabaya: Terbit Terang, 2001, hlm. 381. 
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dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan 
pandai mengasuhnya.36 
Senada dengan penjelasan pasal-pasal dari hukum positif di Indonesia, 
empat Imam Fiqh madzab sepakat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah 
keluarga adalah wajib bagi suami, “Para Imam yang empat sepakat menetapkan 
wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, 
seperti orang tua, isteri, dan anak yang masih kecil”.37 Kalimat tersebut menegaskan 
bahwa anggota keluarga tidak sekedar isteri, melainkan juga anak yang masih kecil 
(belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu 
mencari nafkah lagi). Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di 
dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun budak, adalah anggota yang 
nafkahnya menjadi tanggungan suami. 
Kewajiban ini melekat pada diri suami, tidak memandang salah satu syarat 
pemberian nafkah, yakni kesejahteraan. Karena memberi nafkah kepada orang tua 
bagi anak dan nafkah anak bagi orang tua merupakan nafkah wajib. Para fuqaha 
sepakat bahwa kesejahteraan bukan merupakan persyaratan bagi pembebanan 
kewajiban memberi nafkah, karena persyaratannya hanya satu yaitu kemampuan 
(al-qudrah) walalupun orang tua atau anak yang dibebani tidak memiliki finansial 
yang memadai (mu’sir). 
Dalam kondisi seperti ini kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali 
jika orang tua atau putranya tidak memiliki kemampuan (‘ajiz), karena ia menjadi 
                                                  
36 Ghazali, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 188. 
37 Amritoteles, Nafkah, dalam http://amritotelestain.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaul 
tvmlo.html, diakses pada 24 Mei 2019. 
  
26 
beban tanggungan nafkah yang lain. Dalam kondisi seperti ini beban kewajiban 
bapak atau anak menjadi gugur dan dianggap tidak ada.38 
Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan kepada 
yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun ia miskin 
karena anak tersebut dikaitkan dengannya, bagian dari dirinya dan karena itu beban 
memberi nafkah tidak gugur seperti layaknya mempertahankan anaknya itu tetap 
hidup kecuali jika ia benar-benar tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki 
pekerjaaan. Beban nafkah dapat ‘dipindahkan’ pada yang memiliki kemampuan, 
namun beban nafkah ke yang lain tersebut menjadi hutang bagi bapak dan beban 
tersebut kembali ke bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera. 
Pembebanan nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan konteks 
qiyas fiqh berupa hutang bagi bapak dan dikembalikan kepadanya saat sejahtera.39 
Suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah keluarga 
dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridloi Allah SWT. 
Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir 
terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memberikan 
nafkah keluarga secara ikhlas karena mengharap ridla Allah dan demi kebahagiaan 
keluarganya. 
Setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan 
kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Alllah akan 
memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia 
                                                  
38 Safala, Udin, Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah, Justitia Islamica, No. 
2, Vol. 12 (Juli-Desember, 2015), hlm. 277. 
39 Ibid, hlm. 278. 
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berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah SWT.40 Dalam hal pemberian nafkah 
terhadap anak, Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah 
Ayat 233 bahwa kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang makruf. Kemudian di dalam surat An-Nisa’ ayat 542, Allah SWT 
juga telah menegaskan bahwa “Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” 
3. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah atas Anak 
Menurut Wahbah Al-Zuhaili, syarat wajibnya nafkah atas anak adalah 
sebagai berikut: 
a. Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja 
b. Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk 
bekerja. Orang-orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika 
termasuk dalam salah satu sifat berikut: 
1) Anak kecil 
2) Perempuan 
3) Sakit yang menghalangi untuk bekerja  
4) Para penuntut ilmu 
c. Tidak berbeda agama, menurut Hanabillah.41 
Adapun yang berkewajiban menanggung nafkah atas anak tersebut adalah 
pihak ayah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233  
                                                  
40 Halim, M. Nipan Abdul, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2002, hlm. 144-145. 
41 Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani 
dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 137-139. 
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yang artinya “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang makruf.” Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk 
anak karena termasuk bagian dari ayah sehingga memberi nafkah kepada mereka 
sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri.  
Jika nafkah anak tersebut ditanggung oleh ibu atau kakek padahal ayah si 
anak tersebut masih ada namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya 
membaik, ibu atau kakek tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Karena, 
nafkah yang ia keluarkan itu menjadi hutang bagi ayahnya, sebagaimana juga 
bolehnya meminta ganti nafkah jika memang hakim memerintahkannya.42 
4. Waktu Pemberian Nafkah  
Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia 
telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang 
dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat, 
bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. 
Tetapi jika suami telah dewasa dan isteri belum, maka dalam hal ini Syafi’i 
mempunyai dua pendapat. Pertama, sama dengan pendapat Malik. Kedua, isteri 
berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.43 
Sedangkan waktu pemberian nafkah bagi anak, ayah wajib memberikan 
nafkah bagi anak sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya. Seperti yang 
tertuang dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 233, yang artinya: 
                                                  
42 Ibid., hlm. 139-140. 
43 Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Alih Bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 
Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 519. 
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” 
Dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 
akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan 
nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
Pada pasal tersebut disebutkan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari 
ayahnya hingga ia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan dibilangkan dengan 
usia 21 tahun. 
Pemberian nafkah yang dimaksudkan dalam hal ini dapat dikaitkan dengan 
kegiatan bermuamalah. Perbuatan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi asas-
asas dalam perjanjian islam ataupun fiqih muamalah, diantaranya sebagai berikut: 
a. Asas Al-Huriyah (kebebasan). Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam 
kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para 
pihak yang melaksanakan akaddidasarkan pada kebebasan dalam membuat 
perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya. 
b. Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan). Perlakuan asas ini adalah 
memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian 
mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. 
c. Asas Al-Adalah (keadilan). Pelaksaan asas keadilan dalam akad manakala para 
pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam 
mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam 
memenuhi semua kewajiban. 
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d. Asas Al-Ridho (kerelaan). Pemberlakuan asas ini bahwa segala transaksi yang 
dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.  
e. Asas Ash-Shidiq (kejujuran). Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar 
dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi 
pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.44 
Nafkah merupakan perihal yang sangat penting dalam kehidupan karena 
merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena merupakan sebuah kebutuhan tentu 
didalamnya terdapat berbagai kemanfaatan yang berdampak pada kemaslahatan.  
C. Tinjauan tentang Perceraian  
1. Pengertian Perceraian  
Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah 
atau putus. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa 
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. 
Istilah perceraian menurut undang-undang tersebut sebagai aturan hukum positif 
tentang perceraian menunjukkan adanya: 
a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 
hubungan perkawinan di antara mereka. 
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian 
suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan 
langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 
                                                  
44 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN-Malang Press, 
2009, hlm. 46. 
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c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 
putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 
Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang 
mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini 
(suami istri).45 Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan 
putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Pengertian 
perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan 
hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan 
antara suami dan istri menjadi hapus.46 
Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik 
itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri 
yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. 
Meskipun dalam ajaranagama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila 
diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetapdilakukan didepan 
pengadilan.Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul 
sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.47 
Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, 
maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk 
menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara 
suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-
akibat   hukum   tertentu,  yang   harus  dinyatakan  secara  tegas  di  depan  sidang  
                                                  
45 Syaifuddin, Muhammad, dkk, Hukum Percerian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 15. 
46 Ibid., hlm. 20. 
47 Susilo, Budi, Prosedur Gugatan Cerai, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007, hlm. 17. 
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pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan 
hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi 
berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri 
dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus 
hubungan silaturrahim antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah 
mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah 
mereka putuskan tersebut. 
Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus 
ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. 
Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang 
memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. 
Perceraian sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian, termasuk segala 
keputusan menyangkut konsekuensi perceraian. Misalnya hak asuh anak, kewajiban 
mantan suami kepada mantan istri, pembagian harta gono-gini atau termasuk dalam 
bahasan ini terkait dengan nafkah anak.  
2. Akibat-akibat Perceraian 
Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu 
baru timbul pada saat sampai terdaftarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu 
diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. 
Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa 
terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua 
keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan.  
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Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih 
hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut: 
a. Akibat terhadap Istri 
Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu 
semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. 
Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin.48 Maka 
bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan 
hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut’ah 
kepada istri yang ditalak yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan 
kedudukan dan kemampuan suami.49 
Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam yang 
dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 
suami wajib: 
1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 
2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 
iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam 
keadaan tidak hamil. 
3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh apabila 
qobla al dukhul. 
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 
b. Akibat terhadap Harta Kekayaan 
Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana 
istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta 
                                                  
48 Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka 
Publiser, 2006, hlm. 148. 
49 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 268. 
  
34 
bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan: 
Pasal 35: 
a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Pasal 36: 
a) Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak. 
b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 
Pasal 37: 
“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing”. 
Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka 
harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai 
cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: 
bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing, perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari 
pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena 
perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila 
perkawinan putus bukan karena perceraian. 
Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada 
artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, hukum 
adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus bukan karena 
perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum 
Agama bekas suami istri itu dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum 
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Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum Adat tentang harta 
bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat 
kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan umumnya 
bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.50 
c. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa 
Pasal 229 KUH Perdata menentukan bahwa sesudah putusan perceraian 
dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan 
keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan memutuskan 
terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya akan melakukan 
perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih 
mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan 
maka tidak dapat menjadi wali). 
Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim, hanya saja 
penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan kepentingan si anak. 
Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali berlaku sejak putusan 
perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Orang tua yang tidak 
ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak 
mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Begitu juga bagi orang 
tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali berhak minta 
banding dalam waktu 30 hari.51 
                                                  
50 Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 110. 
51 Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004,                    
hlm. 78-79. 
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Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawian, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 
putusannya. 
b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa 
ibu ikut memikul biaya tersebut. 
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas istri. Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah 
bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka, semata-mata untuk kepentingan anak. 
3. Pengaturan Hak Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian  
Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya 
perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-
anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum 
Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun demikian dalam 
Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkwinan juga menyatakan bahwa bila bapak 
dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 
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menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah 
isteri dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan 
putus karena talak, maka bekas suami wajib:  
a.  Memberikan nafkah mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 
uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul; 
b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali 
bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al 
dukhul; 
d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 
21 tahun. 
Dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami diberikan waktu 
3 (tiga) bulan untuk menafkahi bekas isteri (iddah), untuk itu dalam hal ini 
dimungkinkan untuk menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan 
yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri. 
Kewajiban suami meberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif 
Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang kemudian dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-
lebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur 
tentang kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan 
setelah terjadi perceraian. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
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serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.” 
Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah hukum 
(tertulis dan tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan 
hak dan kewajibannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: Anak berhak atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih saying baik 
dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar. 
Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian tidak ada bedanya sama 
sekali dengan perlindungan hukum bagi anak sebelum terjadinya perceraian. Itu 
dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Jadi, hak-hak yang diberikan oleh 
bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian.  
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penelitian 
sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan tinjauan hukum pertanggung 
jawaban ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia 
dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian pada putusan nomor 
1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs.  
A. Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak Akibat 
Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia 
Pada prinsipnya tanggung jawab merupakan sikap siap menerima 
kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, merupakan bagian kehidupan manusia, 
setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab apabila setiap manusia tidak 
mau bertanggung jawab maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab ini 
dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak 
yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. 
Tanggung jawab secara bahasa berasal dari dua kata yaitu: tanggung dan 
jawab, dalam kamus bahasa Indonesia "tanggung" berarti "beres tidak perlu 
khawatir", sedangkan "jawab" berarti membalas, disahuti. Jadi tanggung jawab 
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh 
dituntut, dipersilahkan, dan sebagainya).52 
                                                  
52 Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, 
hlm. 1139. 
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Secara istilah tanggung jawab adalah suatu keadaan yang dimiliki seseorang 
sehingga apa yang diperbuat dan dilakukan akan berpengaruh bagi dirinya sendiri 
dan berpengaruh bagi orang lain. Sedangkan orang tua adalah orang yang 
bertanggung jawab dalam satu keluarga atau rumah tangga, yang dalam 
penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ayah ibu. Sehubungan dengan 
ketentuan tersebut bahwa secara kodrat ibu-bapak di dalam rumah tangga keluarga 
adalah sebagai penanggung jawab tertinggi, mau tidak mau merekalah menjadi 
tumpuan segala harapan, tepat meminta segala kebutuhan bagi semua anak-
anaknya. Orang tualah yang menjamin kesejahteraan materiil dan kesejahteraan 
rohani. Tanggung jawab ini tidak dapat dielakkan oleh orang tua, harus dipikul 
dengan rasa penuh tanggung jawab.  
Keluarga yang pecah adalah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu 
dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tidak 
terbatas. Hal ini menyebabkan: 
1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntutan pendidikan 
orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya sibuk mengurusi 
permasalahan masing-masing. 
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan 
harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan 
kompensasinya.  
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan 
untuk hidup susila, tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.53 
                                                  
53 Trizakia, Yani, Latar Belakang dan Dampak Perceraian, Semarang: UNS, 2005, hlm. 57. 
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Jadi akibat yang timbul dari perceraian menyebabkan anak merasa 
terabaikan. Oleh karena itu akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada 
umumnya juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan cerai pada 
istrinya, wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk 
memelihara dan keperluan anak-anaknya. Anak-anak berhak menerima nafkah dari 
ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memberikan nafkah untuk 
mereka, paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Adapun tanggung jawab 
ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia 
sebagai berikut: 
1. Al-Qur'an dan Hadist 
Anak adalah amanat Allah yang harus dirawat, dipelihara dan dididik 
dengan penuh kasih sayang. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua yang 
paling utama yang akan berpengaruh kuat dalam perkembangan anak pada 
masa-masa selanjumya. Kewajiban itu meliputi pendidikan jasmani dan rohani 
yang dimulai sedini mungkin. Sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh 
setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. 
Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berterusan, 
berkembang, dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang 
mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dengan kemahiran yang 
diperolehnya anak akan mengaplikasikannya dalam konteks yang bermacam-
macam dalam hidup kesehariannya disaat itu ataupun sebagai persiapan untuk 
kehidupannya dimasa yang akan datang. 
Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, 
mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua 
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sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan 
terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam, sistem 
pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-
sampai diibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang 
tuanya.54 Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi 
insani yang rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah 
tanggung jawab orang tua. 
Menurut konsep Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu 
kondisi awal yang suci yaitu berkecendrungan kepada kebaikan tetapi secara 
pengetahuan ia belum tahu apa-apa. Kendatipun demikian, modal dasar bagi 
pengembangan pengetahuan dan sikapnya telah diberikan Allah yaitu berapa 
alat indera, akal dan hati. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam surat 
An-Nahl ayat 78 sebagai berikut: 
"Dan Allah mengeluarkan kamu dariperut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur". (QS. An-Nahl:78) 
 
Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi 
seseorang dan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga terutama 
berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-
nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Pendidikan dalam 
konteks ini mempunyai arti pembudayaan, yaitu proses sosialisasi dan 
enkulturasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantar anak agar 
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menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak luhur, mandiri, kreatif, 
inovatif, beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan dan sebagainya.55 
Orang tua mendidik anak dengan memperhatikan potensi yang 
dimilikinya. Karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak dilakukan dengan 
cara membimbing, membantu atau mengarahkannya agar mengenal norma dan 
tujuan hidup yang hendak dicapainya.56 Orang tua memegang peranan penting 
dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.  
Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh 
karena itu anak meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta 
kepada ibunya. Apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. Pengaruh 
ayah terhadap anaknya besar pula, di mata anaknya seorang ayah yang menjadi 
panutan tertinggi dan menjadi tumpuan di antara orang-orang yang dikenalnya. 
Sehingga apa yang diperbuat ayahnya akan mempengaruhi sikap anak-anaknya, 
termasuk ketika ayah melakukan pekerjaannya sehari-hari akan mempengaruhi 
pada cara pekerjaan anaknya. 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah keluarga adalah sebagai sebuah 
institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama 
pasangan suami-istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama 
sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan 
damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan 
sejahtera lahir dan batin.57 
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Keluarga merupakan wadah yang sangat penting diantara individu dan 
group dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak 
menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah barang tentu yang pertama-tama 
pula menjadi tenipat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, 
ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain, dan orang 
tualah yang pertama di mana anak-anak mengadakan kontak dan yang pertama 
pula untuk mengajar pada anak-anak itu sebagaimana hidup dengan orang lain. 
Sehingga apapun yang diajarkan orang tua terhadap anak akan diikuti oleh anak-
anak mereka, termasuk agama. 
Pada dasarya kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas berlaku 
dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dan 
watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka 
untuk masa kini dan mendatang. Bahkan para orang tua umumnya merasa 
bertanggung jawab atas segalanya dari kelangsungan hidup anak-anak mereka. 
Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan secara 
mendasar dipikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab pendidikan itu 
diakuinya secara sadar atau tidak, diterima dengan sepenuh hatinya atau tidak, 
hal itu adalah merupakan fitrah yang telah dikodratkan Allah SWT kepada setiap 
orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena telah 
merupakan amanah dari Allah yang dibebankan kepada mereka.  
Selanjutnya dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tangung jawab atas 
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak secara mendasar dipikul oleh 
kedua orang tua berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan tanggung jawab terhadap anak pengadilan yang memberi 
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keputusan. Kemudian pada dasarnya jika terjadi perceraian antara suami-istri 
mereka masih tetap bertanggung jawab terhadap anak untuk memelihara dan 
mendidik bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada 
prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak 
lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.58 
Apabila terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara 
anak. Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada 
peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata. 
"Ya Rasulullah bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, 
asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumnya. Bapaknya 
hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak 
untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain".( 
H.R. Ahmad dan Abu Daud).59 
Demikian jelaslah jika terjadi perceraian, antara kedua orangnya 
menetapkan untuk pemeliharaan pada pihak ibu selama si anak belum balig dan 
menikah dengan laki-laki lain.60 Alasannya bisa dilihat pada pernyataan Abu 
Bakar Siddiq dibawah ini: "Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih 
halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih 
berhak atas anaknya.” (H.R. Abu Bakar Siddiq).  
Terkait dengan tanggung jawab nafkah anak, sekalipun terjadi 
perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur. Si isteri 
berhak mengasuh dan menyesui anak tersebut, sementara ayah berhak 
memberikan makanan dan pakaiannya. orang yang wajib memberinya nafkah 
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adalah adalah bapaknya. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai 
berikut: 
Al Quran Surat At-Talaq ayat 6:  
“..., kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, ...” 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seorang ayah untuk 
memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada 
anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. 
Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:  
”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung 
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf). ...” 
 
Dari ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban bapak 
memberi nafkah kepada anak-anaknya sekalipun antara bapak dan ibu telah 
bercerai. Bila ada sesuatu hal yang menyebabkan si ibu tidak dapat menyesui 
anaknya, maka dalam agama dibolehkan anak tersebut diserahkan kepada 
wanita lain untuk menyusui, dan bapaknya berkewajiban memberi upah kepada 
orang yang menyusui anaknya secara ma’ruf. 
Al Quran Surat An-Nissa ayat 5: 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, 
harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai 
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”  
Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik 
ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa 
pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu 
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termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan 
dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.61 
Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah 
terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan 
bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka 
nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (ayahnya). 
Kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam 
kekuasaannya. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban 
memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada 
salah satu pihak saja melainkan sama-sama menanggungnya menurut 
kesanggupan mereka. 
Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa 
kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. 
Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua 
ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari 
kemampuan si pemberi nafkah.  
2. Undang-Undang No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Pengaturan tanggung jawab terhadap anak berdasarkan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyebutkan bahwa orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu  kawin  
atau  dapat  berdiri  sendiri,  dan  kewajiban  ini  akan  terus berlaku  
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meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya dalam Pasal 46 
ditambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati 
kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara 
orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka 
membutuhkan bantuannya. 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 huruf (a) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: 
“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” 
Mengenai sistem pertanggung jawaban ayah terhadap anak tidak dapat 
dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang 
perkawinan. Peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang 
tanggung jawab orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Undang-
Undang No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai saat belum mengatur 
secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum 
tahun 1989 para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh. Barulah setelah 
diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah hadhanah 
menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang 
untuk memeriksa dan menyelesaikannya.62 
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Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang No. l 
Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak 
tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan.63 Di dalam 
Pasal 41 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka 
akibat itu adalah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 
mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilmana bapak dalam kenyatannya 
tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri. 
Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan 
dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi orang 
tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan 
sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir 
seperti biaya hidup dan biaya pendidikan saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin 
seperti kasih sayang. 
Bila orang tuanya tidak melakukan tanggung jawab perkawinan putus 
karena perceraian menimbulkan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara 
timbal balik. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, 
mengakibatkan: 
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a. Kedua orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak 
sebaik-baiknya, sampai saat anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. 
Selanjutnya tanggung jawab itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua 
orang tua putus. Dalam praktik, apabila perkawinan putus karena perceraian 
atau karena atas putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak 
suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada 
suami atau istri yang benar-benar beritikad baik, dipelihara dan dididik 
secara baik. 
b. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut dari kekuasaannya. 
c. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik 
di dalam dan di luar pengadilan. 
d. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang 
yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
belum yang belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk 
kepentingan anak tersebut yang menghendaki. 
e. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih, keluarga anak dalam garis lurus ke atas 
dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.64 
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Tanggung jawab orang tua dapat dicabut dengan alasan orang tua 
melalaikan tanggung jawabnya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. 
Meskipun tetap bertanggung jawab memberi biaya pemeliharaan anak mereka.65  
Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas 
segala-galanya. Artinya semangat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan 
anak. Hanya saja Undang-Undang No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya 
menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material 
saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.66 
Aspek pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang akan dipertegas oleh 
KHI. 
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Pengaturan tanggung jawab terhadap anak berdasarkan Kompilasi 
Hukum Islam sebagai hukum materil bagi lingkungan peradilan agama maupun 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, belum memberikan jawaban secara 
limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan 
pemeliharaan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. Dalam KHI setidaknya 
ada dua pasal yang menentukan pemeliharaan anak yaitu Pasal 105 dan 156. 
Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan:  
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a. Ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) 
pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya. 
b. Ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak 
kepada anak untuk memilih dipelihara oleh ayah atau ibunya. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai 
penyelesaian permasalahan pemeliharaan anak. Nampaknya permasalahan 
pemeliharaan anak seperti sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan 
Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pada 
kenyataannya timbul berbagai macam permasalahan diluar jangkauan pasal-
pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pemeliharaan anak 
terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang 
bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu. Hak pengasuhan anak tersebut 
dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pengajuan gugatan pencabutan 
kekuasaan kepengadilan. 
Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, 
mereka masih tetap bertanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan 
kepada anak tersebut. Tidak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan 
dengan jelas bahwa: 
"Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, 
apabila telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang 
yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya". 
Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam 
hal terjadinya perceraian bahwa: 
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a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya;  
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;  
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan 
menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 
156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh: 
1.  wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;  
2.  ayah;  
3.  wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;  
4.  saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;  
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.  
b.  anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 
dari ayahatau ibunya;  
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani dan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 
dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak hadhanah pula;  
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)  
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (d);  
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 
padanya.  
Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang 
bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak adalah ayah, 
sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban 
menyusui dan merawatnya. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat 
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menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Sesuai dengan uraian 
di atas dapat diketahui bahwa kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya sampai dewasa. 
Perlindungan hukum dalam hak asasi manusia merupakan suatu hak universal, 
tanpa batas apapun baik agama, suku, ras maupun lainnya. Sehingga tidak dapat 
diingkari bahwa martabat manusia dihadapan Allah SWT adalah sama. 
Selanjutnya dalam kaitannya untuk menentukan bahwa kewajiban 
pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Lebih dari itu, kita malah membagi tugas-tugas yang harus diemban 
kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz 
(belum berumur 12 tahun) tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan 
menjaditanggung jawab ayahnya.67 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan 
bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun 
adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut 
sudah mumayyiz, maka anak dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk 
bertindak sebagai pemeliharaannya.68 
B. Penyelesaian Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak Akibat 
Perceraian pada Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs 
Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti 
putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya 
tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  suami  istri  dan tidak lagi menjalani kehidupan  
                                                  
67 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit, hlm. 303. 
68 Ibid. 
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suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Salah satu akibat perceraian adalah 
persoalan yang terjadi adalah anak-anak di bawah umur, salah satunya yaitu nafkah 
anak. 
Hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sepakat bahwa ibulah 
yang berhak memelihara dan mengasuh (hadhanah) anak-anak di bawah umur. 
Namun walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan 
dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Adanya kelalaian untuk memberikan 
nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, merupakan 
permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam.  
Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang 
kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam 
masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan 
nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya, tidak 
sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada 
pembelaan.69 Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang 
wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah 
menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya.70  
Pada perkara nafkah anak Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs yang menjadi 
pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar Tergugat dihukum 
untuk membayar nafkah madhiyah dan nafkah yang akan datang untuk anak 
Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 12 Juni 1999 
                                                  
69 M. Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 
Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 144. 
70 Ibid., hlm. 145. 
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yang 1/3 gaji Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 Tergugat telah tidak 
member nafkah anak tersebut padahal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 
kesepakatan bahwa Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut sebesar 1/3 
gajinya.  
Tergugat mengakui bahwa sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat tidak 
pernah lagi memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 
XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat. Namun Tergugat menolak untuk 
memberikan nafkah madhiyah maupun nafkah yang akan datang anak tersebut 
dengan alasan bahwa anak tersebut telah dewasa dan lagipula anak tersebut telah 
menjual kebunjati pemberian Tergugat untuk biaya kuliah dan lain-lain. 
Penyelesaian perkara tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat 
perceraian pada Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs diselesaikan dalam 
sidang Pengadilan Agama Brebes. Secara garis besar, berikut urutan sidang kasus 
perdata: Mediasi, Bacaan gugatan dari penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, 
Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan.71  
1. Mediasi  
Kedua belah pihak diberi kesempatan menyelesaikan perkara secara 
damai, keduanya ditawarkan menggunakan mediator dari lingkungan 
pengadilan atau diluar (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan). Ada dua jenis mediasi, yaitu: Pertama, 
mediasi di dalam pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan 
                                                  
71 https://www.datawika.com/persidangan-perkara-perdata/. (24 Mei 2019).  
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ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata 
dengan mediator terdiri hakim-hakim Pengadilan Negeri umum, kecuali para 
pihak menghendaki lain. Kedua, mediasi di luar pengadilan ditangani oleh 
mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif 
penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).72  
Kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi di luar 
pengadilan dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muflikh Noor, S.H., 
M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis telah pula berusaha 
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian 
dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat berikut perubahannya yang isi serta 
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. 
2. Bacaan Gugatan dari Penggugat,  
Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2018 telah 
mengajukan gugatan Nafkah Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs, tanggal 14 
Mei 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: 
a. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang 
sah yaitu telah melangsungan perkawinan pada bulan September 1990 yang 
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 
sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 
23/08/IX/1990; 
b. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) 
orang anak kandung yang bernama XXXXXXi, perempuan, lahir di Cilacap 
pada tanggal 12 Juni 1999 yang saat ini tinggal bersama dalam pengasuhan 
Penggugat baik biaya hidupnya dan atau pun biaya pendidikannya; 
c. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus 
karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Brebes dalam 
Perkara No.1910/Pdt.G/2003/PA.Bbs tertanggal 25 Maret 2004, dan telah 
dikeluarkan Akta Cerai Nomor; 
                                                  
72 Ibid. 
  
58 
d. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat 
maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan 
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van 
Gewisjde); 
e. Bahwa sejak bercerai anak bernama XXXXXXi sebagaimana point 2 
tersebut di atas, berada dalam asuhan Penggugat dan dalam putusan 
perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas 
dalam Posita 3, nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama 
Brebes; 
f. Bahwa akibat putusnya perceraian ini telah disepakati antara Pihak 
TERGUGAT (Tergugat) dan Satiah Binti Samat dan (Penggugat) untuk 
pembagian penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 
ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan 
tertanggal 1 Juli 2003 yang dibuat oleh TERGUGAT dan diketahui Kepala 
Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang isinya menyatakan: Sepertiga 
gajinya untuk bekas istrinya; Sepertiga untuk anaknya; dan Sepertiga 
untuknya; 
g. Bahwa setelah dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2003 ternyata 
Pihak Dedi Siswadi Bin Sutirno (Tergugat) ternyata belum melaksanakan 
kewajibannya seusai dengan kesepakatan, sehingga kembali dibuat Surat 
Kesepakatan tertanggal 24 Juni 2004 di Brebes yang berisi Kesepakatan 
pembagian penghasilan Dedi Siswadi Bin Sutirno dengan rincian: Sepertiga 
gajinya untuk bekas istrinya; Sepertiga untuk anaknya; dan Sepertiga 
untuknya; 
h. Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan tersebut di atas ternyata 
Pihak Dedi Siswadi bin Sutirno tidak memberikan penghasilannya sesuai 
dengan gajinya kepada anak XXXXXX dan bekas istrinya sesuai dengan 
penghasilan yang diterimanya karena semenjak bulan Juni 2004 Tergugat 
tidak pasti memberikan jumlah penghasilan untuk nafkah anaknya yang 
tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya;  
i. Bahwa Pihak Dedi Siswadi bin Sutirno pada bulan Januari tahun 2014 sudah 
tidak memberikan 1/3 gaji kepada anaknya sama sekali sesuai 
kesepakatannya hingga gugatan ini diajukan; 
j. Bahwa untuk mantan istrinya sudah tidak diberikan 1/3 gajinya karena telah 
melakukan perkawinan lagi pada 2010; 
k. Bahwa ketentuan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi Apabila 
perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pria, maka ia 
wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan 
anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 
sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk 
anak atau anak anaknya; 
l. Bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 tentang akibat 
perceraian menyebutkan: 
(b) anak yang sudah mumayyiz (cukup umur) berhak memilih untuk; 
mendapatkan hadhanah dar ayah atau ibunya; 
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(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ; 
m. Bahwa ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil, maka 
suami (mantan suami) wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 
menghidupi bekas istrinya dan anak-anaknya; 
n. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban memberikan 1/3 gajinya oleh 
Dedi Siswadi bin Sutirno kepada anaknya yang bernama XXXXXX dari 
Januari tahun 2014 dan pada tahun tahun sebelumnya juga tidak 
memberikan 1/3 gaji yang didapatnya maka sangat merugikan kepentingan 
anak kandungnya dimaksud; 
o. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang othentik dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan 
Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan 
perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij 
Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi; 
p. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali 
mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah 
kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, 
bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.73 
Adapun gugatannya sebagai berikut:  
a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terhutang yang 
bernama XXXXXX semenjak Januari 2014 sebesar 1/3 gaji yang 
diterimanya/bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan nafkah anak 
selanjutnya sampai anak tersebut dewasa; 
c. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.74 
3. Jawaban Tergugat 
Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis 
tanpa tanggal yang diajukan pada persidangan tanggal 6 Agustus 2018 yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Bahwa poin 2 tidak benar, yang benar, Tergugat setiap bulan selalu memberi 
uang dengan mentransfer lewat bank; 
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b. Bahwa poin 7 dan 8 tidak benar, yang benar tergugat sudah memberikan 
nafkah yang maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan tergugat yang 
ada yang Tergugat terima setiap bulannya; 
c. Bawa poin 9 dan 14 tidak benar, setelah perceraian Tergugat setiap bulan 
selalu mengirim uang melalui bank, namun sekitar pertengahan tahun 2014 
Penggugat menolak ditransfer karena uang gedung masuk SMA tidak 
Tergugat penuhi semua dengan dalilh kalau tidaksemua tidak usah 
sekalian.75 
Bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas Tergugat mohon 
dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes U.b yang Mulya 
Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:  
a.  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat tidak mau 
kalau hubungan antara Bapak (Tergugat) dan anaknya baik; 
b. Membebaskan Tergugat dari pembayaran nafkah anak karena anak tersebut 
sudah dewasa, lagipula sudah menjual tanah dan kebun jati dari Tergugat 
untuk biaya kuliah dan lain-lain; 
c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut Undang-Undang 
yang berlaku. 
4. Replik dan Duplik 
Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan repliknya 
bertanggal 13 Agustus 2018 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah 
mengajukan dupliknya bertanggal 20 Agustus 2018. 
5. Pembuktian 
Pembuktian dimulai penggugat berupa surat bukti dan saksi, kemudian 
dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi. Apabila menyangkut 
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tanah dilakukan pemeriksaan setempat. Untuk menguatkan dalil-dalil 
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:  
a.  Surat: 
1) Fotokopi Akte Kelahiran nomor 1478/1999 tanggal 16 Juni 1999 yang 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, bermeterai cukup 
dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1); 
2) Fotocopy surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan 
tergugat bertanggal 1 Juli 2003 yang diketahui oleh Kepala Dinas 
Perhubungan Cilacap, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya 
(Bukti P.2).; 
3) Fotocopy surat kesepakatan yang yang ditandatangani oleh Penggugat 
dan tergugat bertanggal 24 Juni 2004 yang diketahui oleh Kuasa Hukum 
Penggugat bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti 
P.3).76 
b. Saksi: 
1) XXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat 
tinggal di XXXXXX, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 
Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang 
pada intinya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 
adalah tetangga Penggugat di XXXXXX. Saksi mengetahui bahwa 
Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi kemudian 
bercerai pada sekitar tahun 2004. Selama membina rumah tangga 
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama 
XXXXXX, sejak bercerai sampai sekarang, anak tersebut di bawah 
pemeliharaan Penggugat. 
Ketika Penggugat pergi ke Ambon pun anak tersebut tetap dalam  
pemeliharaan  Penggugat.  Penggugat  bekerja  sebagai  pelayan  
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kantin di Ambon dan telah menikah lagi dan tinggal di Ambon. Anak 
Penggugat dan Tergugat tersebut telah kuliah di Jakarta smester 1 dan 
anak tersebut kalau pulang dari Jakarta pulangnya ke rumah nenek dari 
pihak ibunya di Banjarharjo. 
Menurut cerita Penggugat lewat telf, sejak tahun 2013 Tergugat 
sama sekali tidak memberi nafkah anaknya tersebut dan tidak juga 
memberi untuk keperluan sekolah anak tersebut. Waktu anak tersebut 
daftar di SMK. Penggugat pada tahun 2014 telah meminjam uang kepada 
saksi sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer 
yang sampai sekarang hutang Penggugat tersebut belum dibayar. 
2) XXXXXX, umur 46tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, 
tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten 
Brebes. 
Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang 
pada intinya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 
adalah adik ipar Penggugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan 
Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi kemudian bercerai pada 
sekitar tahun 2004. Selama membina rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX.  
Sejak bercerai sampai sekarang, anak tersebut di bawah 
pemeliharaan Penggugat hingga ketika Penggugat pergi ke Ambon pun 
anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat. Penggugat telah 
menikah lagi dan tinggal di Ambon dan anak Penggugat dan Tergugat 
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tersebut telah kuliah di Jakarta smester 1 dan anak tersebut kalau pulang 
dari Jakarta pulangnya ke rumah nenek dari fihak ibunya di Banjarharjo. 
Menurut saksi sejak tahun 2014 Tergugat sama sekali tidak 
memberi nafkah anaknya tersebut dan tidak juga memberi untuk 
keperluan sekolah anak tersebut padahal sudah ada kesepakatan antara 
Penggugat dan tergugat yang isinya Tergugat bersedia member nafkan 
anaknya sebesar 1/3 gajinya.  
Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai 
Negeri Sipil dan Tergugat telah menikah lagi dan dalam pernikahan 
barunya telah dikaruniai 2 orang anak. Selama kuliah ini anak Penggugat 
dan Tergugat tersebut kadang berhutang pada saksi yang sampai 
sekarang berjumlah +Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah). 
Pada 1 tahun lalu ketika mau masuk kuliah, anak Penggugat dan 
Tergugat tersebut telah menjual kebun jati pemberian Penggugat dan 
Tergugat ketika bercerai seharga Rp 50.000.0000,- (lima puluh juta 
rupiah) tapi bersihnya diterima Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta 
rupiah) kepada saudara dari Tergugat. 
Secara garis besar Tergugat membantah gugatan dan keterangan saksi-
saksi dari Penggugat, namun ada sebagian Tergugat mengakui bahwa sejak 
pertengahan tahun 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah anak 
Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX berada dalam asuhan 
Penggugat. Namun Tergugat menolak untuk memberikan nafkah madhiyah 
maupun nafkah yang akan datang anak tersebut dengan alasan bahwa anak 
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tersebut telah dewasa dan lagipula anak tersebut telah menjual kebunjati 
pemberian Tergugat untuk biaya kuliah dan lain-lain. 
Meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut namun 
pengakuan Tergugat berklausul yaitu dengan mengatakan bahwa Penggugat 
tidak mau diberi nafkah lagi kalau tidak sepenuhnya sebagaimana yang telah 
disepakati sebelumnya dan juga anak tersebut telah menjual kebun jati 
pemberian Tergugat untuk biaya kuliah dan lain-lainnya. Untuk menguatkan 
dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut: 
a.  Surat: 
1) Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Januari 2003 yang 
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Kepala 
XXXXXX, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes bermeterai 
cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1); 
2) Fotocopy tanda terima nafkah lalu, mutáh dan iddah yang ditandatangani 
oleh Penggugat bertanggal 15 April 2004, Fotocopy Transfer untuk 
Penggugat tidak jelas tahunnya dan fotocopy kwitansi pembayaran uang 
pendaftaran sekolah untuk Hana P. Desisi tahun 2004/2005, bermeterai 
cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2); 
3) Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari penjualan kebun jati dengan 
luas +4.690 m2 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang 
ditandatangani oleh Sisi/XXXXXX tanggal 3 Pebruari 2017 bermeterai 
cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3); 
4) Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Pemukiman bulan Agustus 2018,bermeterai cukup dan 
telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4); 
5) Fotocopy Slip Gaji bulan Agustus 2018 atas nama Tergugat yang 
dikeluarkan oleh Juru Bayar Dinperwaskim Kabupaten Brebes dan 
diketahui oleh Kepala Dinperwaskim Kabupaten Brebes, bermeterai 
cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5); 
6) Fotocopy Nota Tagihan Angsuran Kredit yang dikeluarkan oleh bank 
Jateng KC Brebes yang ditujuan kepada Tergugat bermeterai cukup dan 
telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).77  
 
 
                                                  
77 Ibid., hlm. 8-9. 
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b.  Saksi: 
1) XXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, 
tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten 
Brebes. 
Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang 
pada intinya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 
adalah Kakak Kandung Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat 
dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi kemudian bercerai pada 
sekitar tahun 2004.  
Menurut saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX 
panggilannya Sisi. Sejak bercerai sampai sekarang, anak tersebut 
dibawah pemeliharaan Penggugat dan sekarang sekarang tinggal di 
Ambon. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah kuliah 
Semester 1 di Jakarta. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut kalau libur 
kuliah pulangnya ke rumah embahnya (ibu dari Penggugat). 
Setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut 
tidak pernah berhubungan dengan Tergugat karena dilarang oleh 
Penggugat, Tergugat pun tidak pernah menengok anaknya tersebut 
karena kalau datang, Tergugat dikeroyok omongan oleh keluarga 
Penggugat. Sebelum masuk SMA, Tergugat rutin memberi nafkah 
anaknya tersebut akan tetapi sejak masuk SMA sekitar tahun 2014 tidak 
pernah lagi karena waktu itu Penggugat maunya semua biaya ditanggung 
oleh Tergugat dan kalau tidak semua lebih baik tidak usah. 
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Hal tersebut saksi ketahui dari Tergugat dan suara sumbang di 
kampung yang mengatakan bahwa biar tidak diberi nafkah pun. Menurut 
cerita dari uawanya Sisi (Paman dari anak Penggugat dan Tergugat), 
anak Penggugat dan Tergugat tersebut ketika hendak masuk kuliah telah 
menjual kebun jati pemberian Tergugat seharga Rp.50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah). Saksi juga mengetahui bawha Tergugat bekerja 
sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan rakyat dan setelah 
bercerai dari Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dan telah 
dikaruniai 2 orang anak. 
2) XXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di 
XXXXXX, , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;  
Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang 
pada intinya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 
adalah tetangga Tergugat di XXXXXX asal Tergugat. Saksi mengetahui 
bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi 
kemudian bercerai pada sekitar tahun 2004.  
Menurut saksi selama membina rumah tangga, Penggugat 
dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX 
panggilannya Sisi dan sejak bercerai sampai sekarang, anak tersebut 
dibawah pemeliharaan Penggugat dan sekarang tinggal di Ambon. Saksi 
juga mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang 
sudah kuliah Semester 1 Jurusan farmasi di Jakarta, kalau libur kuliah 
pulangnya ke rumah neneknya (ibu dari Penggugat). 
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Menurut saksi, sebelum masuk SMA, Tergugat rutin memberi 
nafkah anaknya tersebut akan tetapi sejak masuk SMA sekitar tahun 
2014 tidak pernah lagi karena ditolak oleh Penggugat kalau cuma 
memberi separuh. Saksi melihat, Tergugat belum pernah menjenguk sisi 
dan Sisi pun tidak pernah datang ke rumah Tergugat. Pada tanggal 3 
Februari 2017 saksi membeli kebun jati dari Sisi (anak Penggugat dan 
Tergugat) seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang 
menerima uangnya adalah uwanya (Paman) Sisi. Kebun jati tersebut 
seluas 4690 M2 serta telah bersertifikat. Saksi juga mengetahui bahwa 
Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setelah bercerai dari 
Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang 
anak.  
6. Kesimpulan  
Majelis hakim berkesimpulan bahwa bahwa yang menjadi pokok 
masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar Tergugat dihukum 
untuk membayar nafkah mdhiyah dan nafkah yang akan datang untuk anak 
Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 12 Juni 
1999 yang 1/3 gaji Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 Tergugat 
telah tidak member nafkah anak tersebut padahal antara Penggugat dan Tergugat 
telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut 
sebesar 1/3 gajinya. 
Tergugat mengakui bahwa sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat tidak 
pernah lagi memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 
XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat. Namun Tergugat menolak untuk 
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memberikan nafkah madhiyah maupun nafkah yang akan datang anak tersebut 
dengan alasan bahwa anak tersebut telah dewasa dan lagipula anak tersebut telah 
menjual kebunjati pemberian Tergugat untuk biaya kuliah dan lain-lain.  
Menimbang bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan 
Penggugat tersebut namun pengakuan Tergugat berklausul yaitu dengan 
mengatakan bahwa Penggugat tidak mau diberi nafkah lagi kalau tidak 
sepenuhnya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan juga anak 
tersebut telah menjual kebun jati pemberian Tergugat untuk biaya kuliah dan 
lain-lainnya.  
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama 
XXXXXX yang lahir pada tanggal 19 Juni 1999. Penggugat dan Tergugat 
pernah membuat kesepakatan tentang nafkah anak yang bernama XXXXXX. 
Keterangan saksi saksi sejalan dengan keterangan Penggugat dan oleh karena 
itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, namun keterangan 
saksi-saksi Penggugat mengenai hutang Penggugat kepada para saksi, oleh 
karena tidak didukung bukti lain maka tidak dapat dipertimbangkan. 
Berdasarkan keterangan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti, 
maka didapat fakta sebagai berikut: 
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX lahir pada 
tanggal 12 Juni 1999; 
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang, 
anak tersebut selalu berada dalam pemeliharaan Penggugat;  
-  Bahwa XXXXXX sekarang masih kuliah Smester 1 di Jakarta; 
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- Bahwa anak tersebut kalau libur kuliah selalu pulang ke rumah orang tua 
Penggugat di Banjarharjo (neneknya); 
Berdasarkan bukti T.1. maka terbukti bahwa ketika bercerai, Penggugat 
dan Tergugat telah membuat kesepakatan tentang harta bersama mereka yang 
antara lain bahwa anak mereka (XXXXXX) memperoleh bagian dari harta 
bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 bidang tanah. Sedangkan bukti T. 3 
terbukti bahwa pada tanggal 3 pebruari 2017, anak Pemohon yang bernama Sisi 
/XXXXXX telah menjual kebun seluas 4.690 m2 kepada Karom/Onah seharga 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta). 
Bukti T.4 dan T.5 membuktikan bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri 
Sipil berpenghasilan sebesar Rp.4.201.500,- (empat juta dua ratus satu ribu 
rupiah) setipa bulan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat didapat fakta 
sebagai berikut: 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri akan tetapi 
kemuidan bercerai; 
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat danTergugat dikarunia seorang 
anak yang bernama XXXXXX /Sisi; 
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan 
Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat; 
- Bahwa sejak bercerai antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat 
tidak pernah saling berhubungan/silaturrahim meskipun pada saat hari 
lebaran; 
- Bahwa setelah bercerai, Tergugat telah menikah lagi dan dikaruniai 2 orang 
anak lagi;  
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- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sisi telah menjual 
kebun jati kepada salah seorang saksi (Karom) pada bulan Pebruari 2017;  
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa kewajiban menafkahi 
anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tua terutama ayahnya sedangkan 
ibu bersifat membantu manakala ayahnya tidak mampu atau berhalangan dan 
kewajiban menafkahi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 
Kaidah Hukum nafkah anak adalah bahwa nafkah anak bersifat lil intifa (untuk 
kemanfaatan) bukan lit tamlik (untuk dimiliki) dan oleh karena bersifat lil intifa’ 
maka ketika terjadi kelalaian, nafkah tersebut tidak menjadi hutang sehingga 
oleh karena itu kelalaian seorang ayah untuk menafkahi anaknya tidak bisa 
digugat. 
Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah yang 
didasarkan pada kesepakatan Penggugat dan Tergugat di luar Pengadilan 
tidaklah dapat dipertimbangkan karena bertentangan dengan kaidah hukum di 
atas. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah yang terdapat 
dalam Kitab Al Fiqh Al Islam wa adillatuhu juz 7 halaman 829 yang telah 
diambil alih sebagia pendapat Majelis yang artinya berbunyi sebagai berikut: 
“Menurut pendapat Fuqoha: (kewajiban) orang tua memeberikan nafkah 
terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) 
atau dianggap sebagai hutang karena kewajiban memberikan nafkah kepada 
anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak), jika kebutuhan anak tersebut 
sudah terpenuhi maka tidak dapat dituntut lagi”. 
 
Selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan kaidah yang terdapat 
dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 189 yang telah diambil sebagai pendapat 
Majelis, yang artinya berbunyi sebagai berikut: 
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“Barang siapa diwajibkan memberi nafkah kerabat maka wajib baginya member 
nafkah tersebut kepada kerabatnya menurut kemampuannya, dan apabila 
masanya sudah lampau, maka nafkah yang diwajibkan untuk kerabat tersebut 
tidak menjadi hutang baginya” 
Berdasarkan fakta bahwa anak tersebut pada bulan Februari 2017 telah 
menjual salah satu harta pemberian Penggugat dan Tergugat ketika mereka 
bercerai dahulu seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-
tidaknya Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) maka berdasarkan hal 
tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Tergugat secara tidak 
langsung telah memberi nafkah atau membiayai kebutuhan hidup anak terebut 
selama ini. Atas dasar pertimbangan-petimbangan seperti tersebut, maka 
gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah madhiyah anak harus ditolak 
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung nomor 608 K/AG/2003 tanggal 
23 Maret 2005 yang mengandung kaidah: 
“Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil 
intifa bukan littamlik maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan 
nafkah kepada anaknya tersebut (nafkah madhiyah) tidak bisa digugat” 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka 
gugatan Penggugat, mengenai nafkah lampau anak yang bernama XXXXXX 
harus ditolak. Berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang 
bernama XXXXXX lahir pada tanggal 12 Juni 1999 yang berarti sampai 
diputuskannya perkara ini baru berusia 17 tahun 3 bulan dan ini berarti bahwa 
anak tersebut belum dewasa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang Undang 
Hukum Perdata dan Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, 
alasan Tergugat tidak mau menafkahi anak tersebut dengan alasan sudah dewasa 
dinilai tidak terbukti. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 
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Penggugat terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 
XXXXXX masih kuliah Semester 1 maka oleh karena itu majleis hakim menilai 
bahwa anak tersebut belum mandiri. 
Sejak terjadi perceraian sampai dengan diajukannya perkara ini, anak 
Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX selalu ikut bersama 
Penggugat maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak 
tersebut telah memilih ibunya sebagai pemegang hadhanah terhadap dirinya, 
maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang 
akan datang berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat maka 
terbukti bahwa setelah bercerai dari Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dan 
telah memiliki 2 orang anak lagi selain anak Penggugat dan Tergugat yang 
bernama XXXXXX. Hal ini berarti bahwa yang menjadi tanggunggan Tergugat 
, selain XXXXXX juga ada seorang isteri dan 2 orang anak lagi. 
Dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, juga kewajiban 
Tergugat yang lain yang telah memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya 
serta kebutuhan minimal seorang anak dimaksud maka Majelis Hakim 
menetapkan nafkah anak yang bernama XXXXXX yang harus dibayar oleh 
Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut di dewasa dan mandiri minimal 
sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai kadar kemampuan yang ada 
pada Tergugat. Maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak 
7. Putusan 
Ada tiga kemungkinan isi putusan yang dibacakan oleh hakim, yaitu: 
gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, gugatan Penggugat 
dalam perkara nafkah anak nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs dikabulkan 
sebagian dan ditolak selebihnya, yaitu: 
a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 
b. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama 
XXXXXX yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar 
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut 
dewasa dan mandiri; 
c. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 
d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.471.000,00(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); 
Putusan di atas diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dra. Hj. Titin 
Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Lukman Abdullah, S.H.,M.H. dan Drs. H. 
Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 
Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1440 Hijriyah, 
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan 
dibantu oleh Hj. Latifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 
Kuasa Penggugat dan Tergugat. 
Dengan demikian penyelesaian perkara tanggung jawab ayah terhadap 
nafkah anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs 
diselesaikan dalam sidang Pengadilan Agama Brebes dengan menerapkan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 
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2005, Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal 98 ayat 1 
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 
Analisi penulis, majelis hakim sudah benar dalam menyimpulkan nafkah 
madhiyah bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya 
adalah lil intifa bukan littamlik maka kelalaian seorang ayah yang tidak 
memberikan nafkah kepada anaknya tersebut (nafkah madhiyah) tidak bisa 
digugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah agung nomor 608 K/AG/2003 
tanggal 23 Maret 2005 dan kaidah yang terdapat dalam Kitab Al Fiqh Al Islam 
wa adillatuhu juz 7 halaman 829 dan Kitab Muhazzab juz II halaman 189. Hal 
ini dengan mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dan tergugat pada bulan 
Februari 2017 telah menjual salah satu harta pemberian Penggugat dan Tergugat 
ketika mereka bercerai dahulu seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
atau setidak-tidaknya Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Dengan 
demikian secara tidak langsung tergugat telah memberi nafkah atau membiayai 
kebutuhan hidup anak terebut selama ini.  
Terkait dalam hak Tergugat tidak mau menafkahi anak tersebut dengan 
alasan sudah dewasa dinilai tidak terbukti juga sudah benar karena menurut 
Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan 
lebih dahulu telah kawin” dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang 
menyebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 
adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Oleh karena itu, alasan 
Tergugat tidak mau menafkahi anak tersebut dengan alasan sudah dewasa dinilai 
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tidak terbukti atas dasar fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang 
bernama XXXXXX lahir pada tanggal 12 Juni 1999 yang berarti sampai 
diputuskannya perkara ini baru berusia 17 tahun 3 bulan dan keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa anak Penggugat dan 
Tergugat yang bernama XXXXXX masih kuliah Semester 1 maka oleh karena 
itu anak tersebut belum dewasa dan mandiri. 
Selanjutnya terkait dengan nominal biaya yang dibebankan Tergugat 
untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXX yang akan datang 
kepada Penggugat minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
menurut penulis sudah benar hal ini sudah sesuai dengan Pasal 8 Pasal 8 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib 
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-
anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga 
untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau 
anak anaknya. Karena bekas istrinya telah menikah lagi maka bekas istri tidak 
berhak atas sebagian gaji mantan suaminya, hanya anaknya yang masih berhak 
atas 1/3 gaji mantan suaminya. Di lain pihak Tergugat telah menikah lagi dan 
telah memiliki 2 orang anak lagi selain anak Penggugat dan Tergugat. 
Berdasarkan bukti T.4 dan T.5 bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil 
berpenghasilan sebesar Rp.4.201.500,- (empat juta dua ratus satu ribu rupiah) 
setipa bulan. Dengan demikian pembagian anak yaitu 1/3 dari Rp.4.201.500,- 
(empat juta dua ratus satu ribu rupiah) yaitu Rp.1.400.500,- (satu juta empat 
ratus ribu lima ratus rupiah), karena tergugat selain anak Penggugat dan 
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Tergugat juga mempunyai 2 anak dari istri yang baru, maka sudah pantas atau 
layak hakim menetapkan nafkah anak yang bernama XXXXXX yang harus 
dibayar oleh Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut di dewasa dan mandiri 
minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai kadar kemampuan 
yang ada pada Tergugat. 
Kemudian terkait dengan penerapan Pasal 105 huruf c Kompilasi 
Hukum Islam yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, 
dalam hal ini dimaksudkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah 
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 
sebagai pemegang hak pemeliharaanya dengan biaya pemeliharaan ditanggung 
oleh ayahnya. Majelis hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk 
memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXX yang akan datang kepada 
Penggugat minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan 
sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Menurut penulis penerapan Pasal 105 
huruf c Kompilasi Hukum Islam kurang tepat karena dalam pasal tersebut 
dimakudkan biaya pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 
tahun dan sudah mumayyiz. Anak dalam hal ini sudah berusia 17 tahun 3 bulan 
berarti sudah mumayyiz sedangkan dalam putusan tercantum batasan sampai 
anak tersebut dewasa dan mandiri. Jadi menurut penulis penerapan pasal yang 
cocok adalah dengan menerapakan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam 
yang berbunyi “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung 
jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian dalam hukum 
positif di Indonesia, yaitu: Al-Qur'an dan Hadist (Surat At-Talaq ayat 6, Surat 
Al-Baqarah ayat 233, Surat An-Nissa ayat 5); Undang-Undang No. l Tahun 
1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 41 huruf (a); dan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) tertuang dalam Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 huruf (c) dan 
156 huruf (d).  
2. Penyelesaian tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian pada 
Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Bbs diselesaikan dalam sidang Pengadilan 
Agama Brebes. Menurut penulis hakim sudah benar dalam memutuskan nafkah 
madhiyah dengan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 
K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam 
Kitab Al Fiqh Al Islam wa adillatuhu juz 7 dan Kitab Muhazzab juz II, dan 
menetapkan anak belum dewasa dengan menerapkan Pasal 330 Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta 
menetapkan jumlah nominal minimal nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah) menurut penulis sudah benar hal ini sudah sesuai dengan Pasal 
8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang 
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil. Namun dalam 
penerapan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menurut penulis kurang 
tepat karena dalam pasal tersebut dimakudkan biaya pemeliharaan anak belum 
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mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan sudah mumayyiz tanpa adanya 
batasan. Anak dalam hal ini sudah berusia 17 tahun 3 bulan berarti sudah 
mumayyiz sedangkan dalam putusan tercantum batasan kewajiban pemberian 
nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Jadi menurut penulis 
penerapan pasal yang cocok adalah dengan menerapakan Pasal 156 huruf d 
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “semua biaya hadhanah dan nafkah 
anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 
B. Saran-Saran  
1. Bagi hakim, diharapkan dalam mengeluarkan setiap putusan yang dijatuhkan 
haruslah mempunyai motivasi pertimbangan yang cukup dan sesuai dengan 
hukum perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka akan 
memudahkan hakim untuk memutuskan perkara, selain itu juga tidak akan 
menghambat proses pelaksanaan sidang. 
2. Bagi suami,  hendaknya lebih memperhatikan kewajibanya sebagai kepala 
rumah  tangga  serta  lebih  giat  untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga 
sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga untuk menciptakan keluarga 
yang sakinah dan mawadah. Namun apabila terjadi perceraian diharapkan 
mantan suami atau ayah tetap bertanggung jawab memenuhi kewajibannya 
sebagai seorang ayah terhadap anaknya untuk memberi nafkah sampai anak 
sudah dewasa dan mandiri. 
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